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ABSTRAK

Pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor sepanjang catatan sejarah
penegakan hukum di Indonesia belum ada putusan hakim yang mengabulkan. Hal
ini menandakan bahwa integritas penegak hukum di Indonesia belum
menunjukkan ketegasan terhadap hukuman bagi koruptor untuk dapat
menimbulkan efek jera. Di samping itu, di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebenarnya mengatur mengenai Kriteria atau syarat-syarat
seseorang koruptor dapat dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi hal ini menimbulkan
sikap ambiguitas atau seolah hukuman mati tersebut hanya menjadi wacana dalam
penegakkan hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Penelitian ini  merupakan penelitian yuridis-empiris, dengan jenis
penelitian yang digunakan library research yang bersifat deskriptif-analitis.
Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif dan filosofis. Teori
yang digunakan dalam penelitian ini maqasid asy-syari’ah. Paradigma tersebut
digunakan untuk mengetahui dinamisasi hukum Islam dalam memandang
hukuman mati bagi para koruptor. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan mantan menteri sosial Julia
Peter Batubara di masa pandemi Covid-19. Julia Peter Batubara menerima uang
kurang lebih RP. 17 miliar yang semestinya digunakan untuk keperluan bantuan
sosial untuk rakyat miskin di masa wabah.

Penelitian ini menyimpulkan sebenarnya secara legalitas hukuman mati
bagi koruptor diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Eksistensi hukuman mati bagi koruptor jika ditinjau melalui perspektif fikih
siyasah dan fikih jinayah (hukum pidana Islam) akan memberikan penjelasan
secara komprehensif bahwa hukum Islam turut mengatur berbagai tindak pidana.
Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep hukuman mati dalam fikih
Jjinayah lebih dijelaskan secara spesifik terhadap persoalan bentuk hukuman.
Dalam hal ini tindak pidana korupsi menurut sebagian para ulama dikatakan
perbuatan yang dapat digiyaskan dengan perbuatan gasab, gulul, risywah, dan
hirabah. B

Tujuan hukum Islam sebenarnya terkandung dalam maqasid asy-syari’ah.
Mengenai tinjauan terhadap hukuman mati dalam perspektif maqasid asy-syari’ah
ini memiliki kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi menjadi kejahatan
kemanusiaan yang menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan rakyat Indonesia.
Korupsi merupakan kejahatan yang banyak merugikan jiwa umat manusia.
Hukuman mati tidaklah melanggar hak asasi manusia. Sebab perbuatan korupsi
yang dilakukannya secara sadar dan terencana telah menegaskan bahwa seseorang
(pejabat negara) yang melakukan korupsi hanya mementingkan kepentingan
keserakahan pribadi. Perbuatan kesengajaan para pejabat inilah yang semestinya
dijadikan pertimbangan hakim untuk menjerat para koruptor dengan hukuman
mati.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Korupsi, Fikih Siyasah, Fikih Jinayah, Maqasid
Asy-syari’ah.



ABSTRACT

The implementation of the death penalty for corruptors throughout the
history of law enforcement in Indonesia has not yet been ruled by a judge who
grants it. This indicates that the integrity of law enforcement in Indonesia has
not shown firmness in the punishment for corruptors to have a deterrent effect. In
addition, in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001
concerning the Eradication of Corruption Crimes actually regulates the criteria or
conditions for a corrupt person to be sentenced to death. However, this creates an
attitude of ambiguity or as if the death penalty is only a discourse in law
enforcement to eradicate corruption in Indonesia.

This research is a juridical-empirical research, with the type of research
used is library research which is descriptive-analytical. The research approach is
a normative and philosophical approach. The theory used in this research is
siyasah figh and maqasid ash-syari'ah. This paradigm is used to determine the
dynamics of Islamic law in viewing the death penalty for corruptors. The case
used in this study is a case of corruption in social assistance carried out by
former social minister Julia Peter Batubara during the Covid-19 pandemic. Julia
Peter Batubara received approximately Rp. 17 billion which should have been
used for the purposes of social assistance for the poor during the epidemic.

This study concludes that the legality of the death penalty for corruptors
is regulated in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001
concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The existence of the
death penalty for corruptors was developed through the perspective of siyasah
figh which has an integration-interconnection paradigm of figh jinayah (Islamic
criminal law). The two scientific fields both regulate criminal acts or
punishments in the civil and public spheres. The findings of this study explain
that the concept of the death penalty in jinayah figh is more specifically
explained on the issue of the form of punishment. In this case, the criminal act of
corruption according to some scholars is said to be an act that can be confirmed
by acts of gasab, gulull, risywah, and hirabah.

The purpose of Islamic law is actually contained in magqasid ash-syari'ah.
Regarding the review of the death penalty in the perspective of maqasid ash-
syari'ah, it has the conclusion that corruption is a crime against humanity that
causes misery and poverty for the Indonesian people. Corruption is a crime that
harms the soul of mankind. The death penalty does not violate human rights.
Because the act of corruption that he did consciously and planned has
emphasized that someone (a state official) who commits corruption only cares
about the interests of personal greed. This element of intentionality of the
officials should be taken into consideration by the judge to ensnare corruptors
with the death penalty.

Keywords: Death Penalty, Corruption, Siyalegitimate Jurisprudence, Jinayah
Jurisprudence, MagasidAsh-syari'ah.
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Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, yang

telah memberi banyak kesehatan dan pemikiran melalui akal. Salawat serta salam
mari kita dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin

umat Islam yang menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian.

Tesis yang ada di hadapan Anda sekalian ini secara pragmatis merupakan
bentuk pertanggungjawaban terakhir penulis selama menempuh studi Magister
Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Sedangkan secara sosiologis, karya ini lahir untuk
menyemarakan diskursus eksistensi dan implementasi wacana hukuman mati bagi

pelaku tindak korupsi di Indonesia.

Sebab secara implementasi dan praktiknya, pemberlakuan hukuman mati
bagi koruptor sepanjang catatan sejarah penegakan hukum di Indonesia belum ada
putusan hukum yang dijatuhkan hukuman mati bagi koruptor. Hal ini menandakan
bahwa integritas penegak hukum di Indonesia belum menunjukkan ketegasan
terhadap hukuman bagi koruptor yang untuk dapat menimbulkan efek jera. Di
samping itu, di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak
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diatur secara jelas mengenai kriteria atau syarat-syarat seseorang koruptor dapat
dijatuhi hukuman mati. Hal ini menimbulkan sikap ambiguitas atau seolah
hukuman mati tersebut hanya menjadi wacana di dalam legalitas dan penegakkan

hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia.
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pemangku kebijakan, terutama aparatur penegakan hukum dalam menyelesaikan
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2. Dr. H. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum., selaku dosen sekaligus pembimbing
penulis dalam penulisan tesis ini. Situasi pandemi Covid-19 yang tak
berkesudahan, kerja-kerja akademik, serta pekerjaan-pekerjaan domestik
lainnya tidak mengurangi rasa tanggung jawab beliau untuk mengarahkan,
memberi masukan, dan bahkan kritik semata-mata demi keberlangsungan tesis
ini selesat;

3. Segenap dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu.
Semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dinilai amal jariyah dan

bermanfaat bagi masa depan penulis;
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Akhirnya, penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya ilmiah ini masih
jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran, masukan, dan bahkan kritik konstruktif
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Persoalan korupsi di Indonesia sudah sangat meluas secara sistematis ke
dalam sektor di berbagai tingkatan pemerintahan pusat maupun daerah. Hampir
semua anggota lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sering
kali terlibat berbagai aksi korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa
(extra ordinary crime). Di Indonesia, persoalan korupsi sudah menjadi konsumsi
publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun
online. Berita kejahatan tersebut semakin mengkhawatirkan akibat proses hukum

yang kurang tegas terhadap para koruptor yang merugikan negara.*

Budaya korupsi telah mengakar dan cenderung dengan mudah diterima oleh
masyarakat, terutama pemberlakuan hukuman bagi para koruptor yang dinilai sangat
ringan. Saat ini, persoalan korupsi juga sudah tidak lagi memunculkan budaya malu,
sehingga menimbulkan salah persepsi dan juga berdampak negatif dalam
mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial. Fenomena korupsi ini
tidak hanya sekedar merugikan negara, tetapi juga merusak masyarakat secara umum.
Sebab perbuatan korupsi juga sebagai bentuk pengkhianatan amanat rakyat yang
dapat mengancam moral generasi penerus bangsa.? Realitanya Indeks Persepsi

Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2011 mengalami kenaikan ke angka 3,0. Pada

! Elsa R. M. Toule, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi,” Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3, No. 3, Tahun 2013, him. 104.

? Daniel Sutoyo, “Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku
Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” Jurnal Dinamis: Teologi Dan Pendidikan Kristiani, VVol. 3, No.
2, ((April, 2019), him. 171.



tahun 2010, berdasarkan laporan Transparency International, IPK Indonesia sangat
tertinggal dari beberapa negara maju di ASEAN seperti Singapore (9,3), Brunei (5,5),
Malaysia (4,4) dan Thailand (3,5). Ini artinya angka pemberantasan korupsi di negeri
ini masih belum berjalan secara maksimal dan membuat stabilitas ekonomi tidak

berkembang pesat.®

Meskipun upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999* sebagaimana telah diubah dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001° Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Setidaknya terdapat 8 pengelompokan delik korupsi di dalam Undang-Undang
tersebut, di antaranya; kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, kelompok delik penyuapan, kelompok delik penggelapan
dalam jabatan, kelompok delik pemerasan dalam jabatan, kelompok delik pemalsuan,
kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, kelompok delik gratifikasi, dan
kelompok delik yang merintangi dan menghalang-halangi penanganan perkara
korupsi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010° tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) maka

* M. Ulinnuha Khusnan, “Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Al-Quran,” Jurnal
Al-Mizan, Vol. 4, No. 1 ( Juni 2012), him. 96.

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

® Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.



tindak pidana korupsi juga dapat dikumulasikan dengan tindak pidana pencucian

uang.”’

Secara tegas penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tersebut menyampaikan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis serta
meluas sehingga merugikan keuangan negara. Hal ini juga telah melanggar hak-hak
sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kondisi ini seharusnya menjadi dasar
bagi pemerintah untuk mengupayakan memberantas korupsi dengan tindakan atau
hukuman secara tegas. Sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan akibat yang luar
biasa dalam berbagai aspek kehidupan, seperti angka kemiskinan yang tinggi akibat
pengangguran, meningkatnya hutang luar negeri, serta kerusakan alam.® Dengan
demikian, sifat aktivitas pemberantasan korupsi terutama hukumannya seharusnya

menciptakan efek jera bagi para koruptor di Indonesia.’

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebenarnya sudah
diformulasikan ke dalam undang-undang sebagai alat untuk menjerat serta
mendatangkan efek jera kepada pelaku, termasuk hukuman mati bagi para koruptor.
Kebijakan formulasi pasal-pasal tersebut tentu didasarkan pada pemikiran yang
dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun,

kebijakan formulasi tersebut tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas

7 Bambang Waluyo, “Optimalisasi Pemberantasan Di Indonesia,” Jurnal Yuridis, Vol.1, No. 2
(Desember, 2014), him. 171.

® Elsa R. M. Toule, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi”,...hlm. 105.

® Vishnu Juwono, Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014
(Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018), him. 14.



pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana
korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman
pidana mati terhadap pilaku tindak pidana korupsi. Meskipun pada kenyataannya
negara telah dirugikan miliaran, bahkan triliunan rupiah, yang menyebabkan
masyarakat semakin sengsara. Bakir Hasan menjelaskan bahwa wabah korupsi

sebenarnya juga menimbulkan sikap skeptis pada anggota masyarakat. ™

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi secara substansi di pasal (2) ayat (2) memuat pemberlakuan hukuman mati
yang dapat dijatuhkan bagi para koruptor. Pada Pasal tersebut mengatur tentang dapat
dipidana matinya seorang koruptor, namun secara faktual tidak pernah diterapkan
karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan
bahwa terlepas dari pengulangan tindak pidana penjatuhan pidana mati terhadap
koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan bahaya
sesuai dengan undang-undang yang sedang berlaku, atau sedang terjadi bencana alam

nasional, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi.*!

Sejak munculnya Coronavirus Disease (Covid-19) di Indonesia berimbas
pada perusahan-perusahaan akibat melumpuhnya sektor ekonomi. Akibat pandemi
Covid-19 ini banyak perusahaan yang bangkrut, harga saham anjlok, karyawan

banyak diPHK secara massal. Persoalan ini membuat penambahan angka kemiskinan

1% Bakir Hasan, “Korupsi, Efisiensi Usaha, dan Marketing Sosial,” Majalah Prisma, LP3ES,
edisi Februari 1983, him. 23.

' Elsa R. M. Toule, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi”,...hlm. 107.



baru, sedangkan masyarakat Indonesia juga tidak tahu kapan wabah ini akan segera
berakhir. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini pemerintah telah mengupayakan
untuk menanggulangi bencana tersebut diselurun masyarakat Indonesia, melalui
bantuan sosial secara bertahap kepada masyarakat. Sebab pemerintah juga telah
mengeluarkan dana tambahan belanja APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-19
sebesar Rp. 405,1 triliun. Anggaran sebesar ini digunakan untuk belanja alat bidang
kesehatan RP.75 triliun, perlindungan sosial Rp. 110 triliun, insentif perpajakan dan
stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp. 70,1 triliun, dan pembiayaan program

pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp. 150 triliun.*?

Realokasi dan refokusing APBN 2020 dan APBD disetiap pemerintah daerah
diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dalam menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional ini disahkan presiden Jokowi
pada 31 Maret 2020. Tentunya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada
masyarakat Indonesia yang terdampak Covid-19 ini harus sesuai dan tepat sasaran.
Maka pejabat yang berwenang baik pemerintah pusat maupun daerah, diberi amanah
untuk menyalurkan dana tersebut harus berhati-hati dan tidak menyalahgunakan
penggunaan dana tersebut ataupun kepentingan yang menguntungkan diri sendiri.™
Namun, pada kenyataannya menteri sosial Juliari Batubara malah terlibat korupsi

bantuan sosial (bansos) Covid-19 pada 6 Desember 2020 lalu. Hal ini telah

? Anisa Mufida, “Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi
Covid 19,” Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 4, No. 1, 2020, him. 224.
® Ibid,...hIm. 225.



menimbulkan menguatnya kembali wacana hukuman mati bagi koruptor akibat ulah

para pejabat yang menyalahgunakan kewenangan jabatan di masa wabah.

Ketua KPK, Firli Bahuri pernah mengancam menindak tegas pelaku korupsi
dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain dalam menegakkan hukum, yaitu
tuntutan hukuman mati. Hal ini disampaikan Firli Bahari dalam rapat kerja dengan
komisi hukum DPR RI, Rabu 29 April 2020.%* Sebab dalam kasus ini, Juliari
Batubara diduga menerima uang sebesar Rp. 17 miliar dari bancakan bantuan sosial
tersebut. Sebenarnya sebelum kasus Juliari Batubara ini terungkap, Firli sudah
menyampaikan akan banyak celah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,
sumbangan pihak ketiga, realokasi anggaran, dan saat pendistribusian bantuan sosial.
Sehingga kasus Juliari Batubara ini di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dapat diganjar hukuman terberat adalah hukuman mati.

M. Ulinnuha Khushan menjelaskan tentang hukuman mati bagi koruptor
dalam perspektif al-Qur’an. Di dalam al-Qur’an persoalan korupsi secara hukumnya
memang belum diterangkan secara jelas, namun kasus korupsi dapat dianalogikan
dengan tindak pidana (jarimah) yang sudah diatur dalam hukum Islam. Ada dua
analogi tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam ketika melihat
dari sisi modus operandi dan dampak yang ditimbulkan dari pidana tersebut. Sebab

analogi pertama, korupsi adalah kejahatan perampasan, penggelapan harta negara dan

" Egi Adyatama, “Menakar Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam UU Pemberantasan Korupsi,”
“https://fokus.tempo.co/read/1412285/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-dalam-uu-
pemberantasan-korupsi” di akses diakses 07 Desember 2020.



suap. Ada beberapa ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang perampasan seperti
dalam surah Al-Kahfi [18]: 79. Dengan demikian, persoalan korupsi adalah tindakan
melawan hukum yang sangat merugikan negara dan masyarakat secara luas.™
Sehingga para pelakunya harus dijatuhi hukuman setimpal, baik melalui hukum Islam
maupun hukum negara. Dengan harapan, mereka mendapatkan efek jera dan tidak
mengulangi perbuatan tersebut serta menjadi ancaman bagi orang lain yang hendak

melakukan tindakan yang sama.

Berdasarkan uraian yang penyusun paparkan di atas, penyusun berpendapat
bahwa pembahasan tentang polemik hukuman mati bagi para koruptor penting untuk
dikaji secara normatif (siyasah dusturiyah) serta proses pengambilan hukuman untuk
menciptakan suatu keadilan sosial. Penyusun juga menggunakan teori magqasid asy-
syari’ah sebagai pisau analisis untuk melihat aspek kemaslahatan yang ditimbulkan
dari tuntutan penegak hukum (jaksa) serta pertimbangan hakim dalam memberikan
hukuman bagi para koruptor. Penyusun menggunakan teori maqasid asy-syari’ah
karena ingin melihat seberapa jauh relevansi hukuman mati jika diberlakukan bagi
para koruptor yang sampai saat ini hukumannya belum dikatakan dapat menimbulkan

efek jera.

Persoalan ini penting karena setiap undang-undang yang dibuat pemerintah
juga harus selalu memperhatikan tujuan-tujuan hukum seperti memberikan

perlindungan terhadap aspek daruriyyat sebagai sesuatu yang harus ada demi

® M. Ulinnuha Khusnan, “Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Al-Quran”, Jurnal
Al-Mizan, Vol. 2, No. 1 Februari 2018, him. 98.



keberlangsungan kehidupan manusia meliputi menyelamatkan agama (Aifz al-din),
menyelamatkan jiwa (Aifz al-nafs), menyelamatkan akal (Aifz  al-‘aql),
menyelamatkan harta (A4i£z al-mal), menyelamatkan keturunan (Aifz al-nasl), dan para
pakar usul fikih menambahkan perlindungan kehormatan (Aifz al-‘ird) setiap umat

manusia bukan hanya terhadap individu.'®

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan ke
dalam tiga pernyataan sebagai berikut:
1. Bagaimana prosedur penegakan hukuman mati bagi koruptor menurut
perspektif hukum positif?
2. Bagaimana eksistensi pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor perspektif
fikih siyasah?
3. Apakah pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor bertentangan dengan
magasid asy-syari’ah?
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini (the goal of the research) adalah sebagai
berikut:
a. Menjelaskan prosedur penegakan hukuman mati bagi koruptor

menurut perspektif hukum positif.

'® Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, Terj. Rosi dan Ali Abd
el-Mun’im, (Bandung: Mizan, 2015), him. 34.



b. Menjelaskan eksistensi pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor
perspektif fikih siyasah.

c. Menjelaskan apakah pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor
sejalan dengan konsep magasid asy-syari’ah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam
memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ketatanegaraan,
serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan
semakin kompleksnya persoalan yang muncul dalam bidang hukum
ketatanegaraan, khususnya terkait dengan permasalahan hukuman mati
di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
sekaligus sebagai bahan sosialisasi, serta masukan dan pertimbangan
bagi masyarakat maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Di
samping itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk semua
pembaca baik akademisi maupun praktisi yang berada pada lingkup
fakultas syari’ah dan hukum.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian tentang hukuman mati bagi para koruptor sudah beberapa
ada yang meneliti. Salah satunya Disertasi yang ditulis oleh Jaja Subagja berjudul

“Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Hasil penelitian ini
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menyimpulkan, pertama, hukuman mati di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kontraproduktif terhadap ketentuan pasal 28 | ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab di dalam undang-
undang tersebut memuat ketentuan yang mengakomodasi serta mengakui keberadaan
nilai-nilai individualis dalam hak asasi manusia. Hal ini disebabkan pasal tersebut
sering kali digunakan para aktivis HAM yang kontra dengan hukuman mati karena

dianggap sehubungan dengan hak hidup individu.

Kedua, Jaja Subagja juga mengatakan bahwa penerapan sanksi hukuman mati
terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan
catatan tindak pidana korupsi dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya,
terjadi bencana alam nasional, dan dalam keadaan krisis ekonomi. Indikator ini yang
digunakan Jaja Subagja dalam mendukung hukuman mati karena sesuai regulasi yang
sudah disahkan oleh pemerintah supaya menimbulkan efek jera bagi para koruptor.*’
Hukuman mati di Indonesia terutama bagi para koruptor tampaknya memang masih
menjadi polemik dan diskursus di kalangan akademik. Kiki Marisa menulis Tesis
berjudul “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”.18

17

Jaja Subagja, "Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, (Disertasi:
Universitas Airlangga, 2016), him. 168.

¥ Kiki Marisa, “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Tesis, Universitas Andalas (2017), him.45.
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Hasil penelitian Kiki Marisa menjelaskan bahwa hukuman mati sangat
bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah dari Tuhan
yang harus dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, dan pemerintah untuk
melindungi kehormatan, harkat dan martabat. Hal ini salah satu faktor menurut Kiki
Marisa mengapa hukuman mati sampai sekarang belum ditetapkan hakim terhadap
para koruptor. Ada dua faktor yang mempengaruhinya, pertama, pemaknaan dalam
pasal 2 ayat 2 dalam undang-undang tindak pidana korupsi bermakna fakultatif.
Kedua, memberikan penjelasan bahwa hukuman mati tidak bisa diterapkan terhadap
setiap perbuatan korupsi, sebab harus ada alasan-alasan tertentu sebelum

menjatuhkan hukuman mati.

Penerapan hukuman mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi juga
harus dikaji tidak hanya secara tekstual tetapi juga kontekstual. Kesimpulan
penelitian itu memberikan penjelasan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak
bertentangan dengan hak asasi manusia jika berbagai kasus korupsi di Indonesia
dikaji secara kontekstual. Ayusriadi di dalam Tesisnya berjudul “Perspektif Hukum
Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi
Manusia di Indonesia” menunjukkan bahwa perspektif antara hukum Islam dan hak
asasi manusia terhadap hukuman mati dapat dipertemukan. Dalam hukum Islam
secara gamblang menyatakan bahwa hukuman mati sebuah keharusan dalam

kejahatan pembunuhan serta berbagai kasus yang merugikan negara dan
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menyengsarakan rakyat. Padahal hukuman mati dalam konsepsi HAM memiliki dua

dimensi yakni dimensi universal dan dimensi partikular.*

Dimensi inilah yang selaras dengan keinginan hukum Islam asalkan sesuai
dengan proporsi mudarat dan manfaatnya. Nilai-nilai HAM khususnya di Indonesia
lahir dari nilai luhur suatu bangsa sehingga dapat saja memiliki pandangan berbeda
mengenai perlunya hukuman mati. Keputusan mengenai hukuman mati dikembalikan
pada hukum masing-masing negara. Dalam hal ini negara Barat sebagai pencetus ide
penghapusan hukuman mati tidak memaksakan kehendak untuk meniadakan
hukuman mati secara mutlak, termasuk Indonesia. Sebenarnya hukuman mati yang
termuat di dalam undang-undang di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kasus
korupsi, tetapi juga berlaku untuk kasus narkoba dan terorisme. Hasna Afifah
mengkaji tentang “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terorisme Dalam Pasal 6
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme Perspektif Hukum Islam”.

Dalam kajian Hasna Afifah menyimpulkan penjatuhan hukuman mati secara
umum diatur dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
masuk dalam jenis hukuman pokok. Salah satu kejahatan serius yang dapat dijatuhi
hukuman mati adalah kejahatan terorisme yang saat ini marak terjadi di masyarakat.
Maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas

guna menanggulangi tindak pidana terorisme tersebut. Salah satu cara efektif yaitu

¥ Ayusriadi, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang
Terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Tesis, Universitas Hasanudin (2018), him. 112.
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dengan menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana kasus terorisme berdasarkan
ketentuan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dari hasil penelitian
ini dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana mati, landasan hukum dan proses

pelaksanaan eksekusi mati dalam hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap
teroris diperbolehkan dengan tujuan demi terciptanya keamanan dan perdamaian bagi
masyarakat, karena dalam hal ini juga sejalan dengan hukum Islam yang menerapkan
hukuman mati bagi pelaku kejahatan serius yang disebut jarimah ta’zir yang jenis
dan jumlah hukumannya ditentukan oleh penguasa negara atau pemerintah yang

berwenang.?

Sehingga dalam penelitian ini, penyusun mencoba berupaya memberikan
paradigma baru dalam menakar hukuman mati di dalam undang-undang tindak
pidana korupsi perspektif magqasid asy-syari’ah. Paradigma ini berangkat dari
epistemologi hukum Islam yang seharusnya menciptakan suatu kemaslahatan bagi
umat manusia serta keberlangsungan hidup umat manusia. Karena itu tujuan hukum
tidak lepas dari nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kesejahteraan. Menurut Jimly
Asshiddigie tujuan hakikat konstitusi merupakan hukum yang tertinggi, hukum yang

bertujuan mewujudkan keadilan, ketertiban, mewujudkan nilai-nilai ideal seperti

*® Hasna Afifah, Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terorisme Dalam Pasal 6 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam”,
Tesis, Universitas Islam Indonesia (2018), him. 111.
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kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama,

sebagaimana yang dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara.**

Pemahaman demikian seperti apa yang termaktub dalam kajian fikih siyasah.
Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada mengutip pernyataan Abdul Wahab
Khallaf, mempelajari fikih siyasah tentu supaya dapat memahami bagaimana
menciptakan sebuah sistem pengaturan negara yang islami dalam menciptakan
kemaslahatan sosial. Maka fikih siyasah bertujuan untuk menjelaskan bahwa Islam
menghendaki terciptanya sebuah sistem politik yang asli guna merealisasikan
keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.?
Sesungguhnya paradigma ini juga selaras dengan konsep maqasid asy-syari’ah. Yaitu
pemerintah harus selalu memperhatikan tujuan-tujuan hukum seperti memberikan
perlindungan terhadap aspek daruriyyat sebagai sesuatu yang harus ada demi
keberlangsungan kehidupan manusia meliputi menyelamatkan agama (Aifz al-din),
menyelamatkan jiwa (Aifz al-nafs), menyelamatkan akal (Aifz  al-‘aql),
menyelamatkan harta (Aifz al-mal), menyelamatkan keturunan (Aifz al-nasl), dan

perlindungan kehormatan (Aifz al- ‘ird) setiap umat manusia.

Berdasarkan penelitian di atas, penyusun berusaha menjelaskan hukuman mati
di dalam undang-undang tindak pidana korupsi dari sudut pandang maqasid asy-

syari’ah. Sehingga penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena

! Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2013 Cet
ke-5), him. 119.

2 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,
(Yogyakarta: Erlangga, 2008), him. 18.
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menggunakan teori magqasid asy-syari’ah dengan harapan dapat menjelaskan

hukuman mati secara filosofis menggunakan metodologi hukum Islam kontemporer.

E. Kerangka Teori

Untuk mengkaji polemik serta relevansi hukuman mati bagi koruptor di dalam
undang-undang tindak pidana korupsi perlu menelaah konsep dasar fikih siyasah,
terutama siyasah dusturiyah dan magqasid asy-syari’ah. Menurut Mujar lbnu Syarif
dkk, istilah fikih siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri
dari dua kata, yakni fikih dan siyasah. Secara epistemologi, fikih merupakan bentuk
mashdar dari tashrifan kata fagiha-yafqahu-fighan yang berarti pemahaman yang
mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan
(tertentu). Sedangkan secara terminologi, fikih lebih populer didefinisikan sebagai
ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-
dalilnya yang rinci. Sementara kata siyasah di kalangan para ahli fikih siyasah
terdapat beberapa pendapat, namun secara umum siyasah berarti melatih,

memelihara, atau mengatur.

Sehingga ilmu fikih siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam
bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang
secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama,
wajib dipatuhi sepenuh hati. Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah seperti yang
terkandung dalam surah al-Qur’an An-Nisa; 59. Ayat tersebut menjelaskan
pentingnya manusia untuk menaati Allah, Nabi Muhammad, dan Ulil Amri

(pemerintah). Sebab ini salah satu prinsip ketuhanan (tauhid) yang dapat
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memancarkan peradaban Islam, termasuk mengenai masalah individu, masyarakat,
politik, hak asasi manusia, hukum, dan ekonomi. Mengenai masalah hak asasi
manusia, ajaran agama Islam sangat menekankan kemaslahatan menjaga hak asasi
manusia. Perlindungan dan penegakan hak dan kewajiban asasi di dalam negara

Madinah sebagai negara yang melaksanakan ajaran Islam secara murni.?®

Di negara Madinah adalah negara yang menjunjung prinsip-prinsip Islam
secara menyeluruh, terutama hak asasi manusia. Kedaulatan tertinggi dalam sejarah
negara berasaskan Islam paling ideal dalam menjunjung hak asasi manusia yang
mengarah pada hak-hak yang telah diberikan oleh Allah. Di Indonesia, hak asasi
manusia juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sebab hak
asasi manusia merupakan anugerah Tuhan. Dari regulasi yang sudah ada terhadap
status kewarganegaraan juga sangat berkaitan dengan hak asasi manusia. Pasalnya
melihat polemik terhadap hukuman mati bagi koruptor ini dapat dikaji menggunakan
teori maqasid asy-syari’ah. Maqasid asy-syari’ah merupakan prinsip-prinsip dasar

yang mengandung tujuan kemaslahatan dalam merumuskan hukum Islam.

Sejarah awal sebuah ide magasid berasal dari bahasa Arab (magasid), yang
merupakan bentuk jamak kata magsad, yang memiliki makna maksud, sasaran,
prinsip, niat, tujuan akhir.?* Jasser Auda menafsirkan magasid hukum Islam adalah
sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus

hukum Islam, maqasid dimaknai sebagai alternatif untuk masalih atau kemaslahatan-

% Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif
Islam dan Ketatanegaraan, (Yogyakarta: LkiS, 2010), him. 127.

# Jasser Auda, Maqasid Al-Shari’ah A Beginner’s Guide, (London-Washington, The
International Institute Of Islamic Thought, 2008), him. 1.
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kemaslahatan. Seperti, ‘Abd al-Malik al-Juwaini (w.478 H/1185 M), salah satu
penggagas awal teori maqasid menggunakan istilah al-magasid dan al-masalih al-
‘ammah (kemaslahatan-kemaslahatan umum). Teori magasid semakin berkembang,
Abu Hamid al-Gazali (w.505 H/1111 M) dapat mengelaborasikan Kklasifikasi
magqasid, yang ia masukkan ke dalam kategori kemaslahatan mursal (al-masalih al-
mursalah), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nash (teks
suci) Islam, kemudian teori magasid mulai dikembangkan oleh beberapa tokoh
pemikir hukum Islam seperti Fakhr al-Din al-Razi (w.606 H/ 1209 M), al-Amidi

(w.631 H/1216 M), dan Najm al-Din al-Tufi (w.716 H/1216 M) dan lain-lain.

Ada pun dimensi-dimensi maqgasid hukum Islam dapat diklarifikasikan
berdasarkan sejumlah dimensi vyaitu: (a) tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang
merupakan Klasifikasi tradisional, (b) jangkauan tujuan hukum untuk menggapai
magqasid, (c) jangkauan orang yang tercakup dalam magqasid, (d) tingkatan keumuman
magqasid, atau sejauh mana maqasid itu mencerminkan keseluruhan Nash. Sehingga
magqasid memiliki urgensi melalui aspek daruriyyat sebagai sesuatu yang harus ada
demi keberlangsungan kehidupan manusia meliputi menyelamatkan agama (Aifz al-
din), menyelamatkan jiwa (hAifz al-nafs), menyelamatkan akal (Aifz al-‘aql),
menyelamatkan harta (Aifz al-mal), menyelamatkan keturunan (Aifz al-nasl), dan

perlindungan kehormatan (4ifz al-‘ird) setiap umat manusia.”®

% Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, Terj. Rosidin dan Ali
Abd el-Mun’im, (Bandung:Mizan, 2015), him. 34.
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Daruriyyat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri.
Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriyyat atau keniscayaan ini adalah
sasaran di balik setiap hukum Ilahi. Para fakih atau cendikiawan muslim kontemporer
mengembangkan terminologi ini. Magasid tradisional dalam bahasa masa Kini,
meskipun ada penolakan dari beberapa fakih terhadap ide kontemporerisasi
terminologi magasid. Salah satu problem sosial yang menarik melalui dikaji dengan
terminologi magasid adalah pembahasan mengenai pentingnya menjaga keturunan

dan hak asasi manusia.

Jasser Auda merumuskan metodologi hukum Islam menggunakan pendekatan
sistem. Paradigma baru ini membuat hukum Islam lebih bersifat fleksibel karena
mengikuti perkembangan zaman. Maka, penelitian terhadap menakar hukuman mati
dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut dapat dianalisis menggunakan
teori maqasid asy-syari’ah dengan memadukan kajian fikih siyasah, terutama siyasah
daruriyyat untuk memberikan jawaban secara komprehensif terhadap problematika

sosial mengenai hukuman bagi tindak pidana korupsi di Indonesia.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan,
menganalisis, menafsirkan, serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau
fakta-fakta objektif yang ditanyakan dalam pokok masalah. Adapun metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian
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Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan
memfokuskan kajian pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum
dalam hukum positif dan hukum Islam. Penelitian hukum dimulai dengan
melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk
membuat suatu keputusan hukum (legal decision making) terhadap kasus-kasus
hukum yang konkret. Penelitian ini berkaitan dengan persoalan menakar
hukuman mati bagi para koruptor ditinjau dari perspektif maqasid asy-
syarii’ah.26

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif dan pendekatan filosofis. Pendekatan normatif, yaitu
pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi
hukum, mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan filosofis, yaitu
menjadikan filsafat sebagai pisau analisis untuk membedah suatu permasalahan
secara mendalam, integral, dan komprehensif untuk melahirkan pemahaman dan
pemikiran yang relevan dengan perkembangan zaman. Penelitian ini
menggunakan maqasid asy-syari’ah untuk menganalisis hukuman mati bagi
para koruptor ditinjau dari perspektif maqasid asy-syari’ah.

3. Sumber Data Penelitian

?® zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him. 105.
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Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik
pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder,
dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Penelitian ini mengambil beberapa bahan hukum
primer, yaitu; Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8
Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang (UUTPPU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 Tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, Tesis, Disertasi,
jurnal, majalah dan koran sebagai pendukung maupun berbagai tulisan atau
artikel yang membahas hukuman mati bagi para koruptor dari perspektif
hukum positif dan hukum Islam, serta polemik pemberlakuan hukuman mati
tersebut di Indonesia. Dari data-data tersebut dapat dijadikan sebagai sumber

pendukung keruntutan argumentasi dalam memberikan penjelasan prinsip-
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prinsip dasar fikih siyasah dan maqasid asy-syari’ah dalam memahami
eksistensi hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia.?’
c. Sumber Data Tersier
Dalam penelitian ini, selain menggunakan data primer dan sekunder,
penyusun juga mengunakan data tersier dengan menggunakan Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan
Nasional bekerja sama dengan Balai Pustaka edisi ketiga (2002). Selain KBBI,
penulis juga menggunakan Enskiklopedi Islam Indonesia yang ditulis Tim IAIN
Syarif Hidayatullah Jakarta dan diterbitkan Djambatan pada (1992), dan Kamus
Al-Munawwir: Arab-Indonesia (1997) yang Editor Ali Ma’shum & Zainal
Abidin Munawwir. Sumber tersebut sangat penting dalam mengoreksi bahasa
dan catatan kesejarahan.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan hukum adalah bahan informasi untuk proses berpikir eksplisist.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan sebuah alat
pengumpulan data tertulis dengan menggunakan content analysis. Dengan
demikian, maka langkah awal yang dilakukan oleh penyusun adalah
menentukan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang

dilakukan.?®

21 zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,...hlm. 106.
% M. Igbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta:Ghalia
Indonesia, 2003), him. 45.
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5. Metode Analisis
Metode analisis dalam penyusunan tesis ini adalah metode deskriptif
analitis. Mendeskripsikan bahan hukum yang terkumpul, mengklasifikasi,
menggambarkan, kemudian menguraikan bahan hukum yang diperoleh dari data
primer, sekunder, dan tersier. Mengklasifikasikan bahan hukum dengan cara
menyusun data yang diperoleh ke dalam permasalahan yang berbeda-beda
dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan. Setelah bahan hukum
terkumpul, maka diadakan pengecekan bahan hukum dan dilanjutkan dengan
menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul.
G. Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan dibuat dengan maksud agar dalam penyusunan
penelitian ini lebih sistematis dan terfokus pada persoalan yang sedang dikaji oleh
penyusun. Adapun sistematika pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:
Bab pertama, berisi tentang bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai
latar belakang masalah penelitian yang menjadi alasan mengapa kajian ini penting,
selanjutnya merumuskan masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka (tinjauan literatur) terdahulu sebagai upaya pemetaan secara jelas posisi
kajian ini. Kerangka teori dipakai untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan,
pembahasan dan penerapan teori pada persoalan menakar hukuman mati bagi
koruptor perspektif maqgasid asy-syari’ah, kemudian menjelaskan metode penelitian
yang digunakan, serta terakhir sistematika pembahasan.
Bab kedua menjelaskan implementasi hukuman mati bagi pelaku tindak

pidana korupsi menurut perspektif hukum positif. Pembahasan ini akan melihat dari
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data sejarah korupsi di Indonesia serta politik hukum yang melatarbelakangi
implementasi dalam penegakan undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia.
Hal ini penting dilakukan, sebab dalam data sejarah belum ada para koruptor yang
dijatuhi hukuman mati untuk menimbulkan efek jera. Maka penggalian dari berbagai
kasus akan menambah wawasan serta pemahaman sejauh mana eksistensi hukuman
mati dapat ditegakkan bagi para koruptor.

Bab ketiga menjelaskan tinjauan umum tentang prinsip-prinsip pemberlakuan
hukuman mati bagi para koruptor dalam sistem ketatanegaraan Islam (fikih siyasah).
Tentunya membahas prinsip-prinsip ini juga dapat memberikan pemahaman serta
gambaran terhadap pandangan dari sudut pandang fikih siyasah terutama pendalaman
siyasah dusturiyah serta relasi kuasa dengan fikih jinayah mengenai progresifitas
sistem perundang-undangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini juga dapat
memperkaya khazanah keilmuan jika melakukan perbandingan dalam pemberian
hukuman bagi para koruptor dari perspektif hukum Islam. Tentu harapannya

hukuman tersebut dapat memberikan efek jera bagi para koruptor.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis hukuman mati bagi para koruptor
ditinjau dari perspektif maqasid asy-syari’ah. Sebab hukuman tersebut juga masih
menimbulkan polemik dalam memperoleh sebuah putusan hukum untuk memperoleh
kepastian yang berdasarkan keadilan secara legalitas. Melalui telaah aspek daruriyyat
penyusun akan menjelaskan penerapan hukuman mati tersebut dengan menimbang

dari aspek kemaslahatan atau kemadharatan. Hal ini juga dapat sebagai acukan dalam
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memberikan hipotesis tentang menakar hukuman mati bagi para koruptor apakah

bertentangan dengan hak asasi manusia di Indonesia.

Bab kelima terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan
merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain
itu, saran-saran serta masukan-masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu
rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi
penyusun dan masyarakat pada umumnya mengenai pandangan hukuman mati bagi

koruptor di Indonesia.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tentang analisis hukuman mati
bagi koruptor dalam undang-undang tindak pidana korupsi perspektif magasid asy-
syari’ah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, secara legalitas terhadap
hukuman mati bagi koruptor telah diatur secara konsep yuridis dalam Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dipengaruhi dari latar belakang
sejarah bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu kejahatan
yang luar biasa, terencana, sistematis dan terstruktur. Di Indonesia, pasca reformasi,
undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dibentuk untuk

meminimalisir rusaknya birokrasi akibat kasus korupsi yang merajalela.

Namun, secara implementasi dan praktiknya, pemberlakuan hukuman mati
bagi koruptor sepanjang catatan sejarah penegakan hukum di Indonesia belum ada
putusan hukum yang dijatuhkan hukuman mati bagi koruptor. Hal ini menandakan
bahwa integritas penegak hukum di Indonesia belum menunjukkan ketegasan
terhadap hukuman bagi koruptor yang untuk dapat menimbulkan efek jera. Di
samping itu, di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak diatur
secara jelas mengenai kriteria atau syarat-syarat seseorang koruptor dapat dijatuhi

hukuman mati. Hal ini menimbulkan sikap ambiguitas atau seolah hukuman mati

124
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tersebut hanya menjadi wacana dalam penegakkan hukum untuk memberantas

korupsi di Indonesia.

Kedua, dalam tinjauan fikih siyasah terutama pada tipologi fikih siyasah
dusturiyyah (peraturan perundang-undangan) merupakan ilmu pemerintahan yang
mengatur tentang sistem ketatanegaraan dan perundang-undangan menurut Islam. Hal
ini turut menjelaskan adanya eksistensi pemberlakuan hukuman mati terhadap
kejahatan-kejahatan yang berdampak besar yang merugikan jiwa umat manusia,
seperti korupsi. Kajian komprehensif fikih siyasah ini memiliki relasi kuasa terhadap
fikih jinayah (hukum pidana Islam), yang sama-sama mengatur tindak pidana atau
hukum-hukum perdata maupun hukum publik di dalam negara Islam. Temuan
penelitian ini menjelaskan bahwa konsep hukuman mati dalam fikih jinayah lebih
dijelaskan secara spesifik terhadap persoalan bentuk pelanggaran, dalam hal ini
tindak pidana korupsi menurut beberapa para ulama perbuatan tersebut dapat
digiyaskan dengan perbuatan gasab, gulul, risywah, dan hirabah, tetapi di antara

penggiyaskan tersebut, perbuatan gu/i/-lah yang mendekati perbuatan korupsi.

Penelitian ini didasarkan pada kasus mantan menteri sosial Julia Peter
Batubara yang notabennya adalah pejabat negara dan terbukti telah merampas uang
negara (korupsi) yang seharusnya digunakan untuk misi pembangunan bangsa, biaya
pendidikan, kesehatan, keamanan, dan biaya bantuan sosial Covid-19. Peristiwa ini
secara jelas dan gamblang menunjukkan bahwa perbuatannya telah memenuhi unsur-
unsur pengkhianatan terhadap negara. Hukum Islam telah mengatur secara tegas

bahwa perbuatan Julia Peter Batubara memenuhi unsur-unsur yang disampaikan di
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dalam al-Qur’an surah Al-Maidah: 33. Hukuman yang termuat dalam ayat tersebut
sangatlah berat, yaitu hukuman mati atau potong tangan dan kaki. Meskipun secara
tekstual menjelaskan demikian, dalam kajian hukum Islam ini sejalan dengan hukum
positif di Indonesia yang menjelaskan pemberlakuan hukuman mati bagi tindak
pidana korupsi memiliki relevansi progresif jika ditegakkan. Namun, hal ini juga
perlu adanya ketegasan dari aparatur penegak hukum untuk memberlakukankan agar
menciptakan keadilan dan kesejahteraan jiwa-jiwa (rakyat miskin) yang teraniaya,
yang bekisaran 1.529.379 juta KK yang dirugikan atas tindakan korupsi Bansos

tersebut.

Ketiga, tujuan hukum Islam sebenarnya terkandung dalam maqasid asy-
syari’ah. Mengenai tinjauan terhadap hukuman mati dalam perspektif maqasid asy-
syari’ah ini memiliki kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi telah melanggar
norma kemanusiaan yang menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan rakyat
Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang banyak merugikan jiwa
umat manusia. Sehingga wacana ataupun secara legalitas hukuman mati dalam
undang-undang tindak pidana korupsi sebenarnya sejalan dengan magqasid asy-
syari’ah. Meskipun banyak terjadi perdebatan pendapat dalam eksekusi hukuman
mati, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukuman mati tidaklah melanggar hak
asasi manusia. Sebab perbuatan korupsi yang dilakukannya secara sadar dan
terencana telah menegaskan bahwa seseorang (pejabat negara) yang melakukan

korupsi hanya mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan publik.
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Unsur kesengajaan inilah yang menjadikan landasan hukum untuk menjerat para

koruptor dengan hukuman mati.

B. Saran

Pertama, berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus
memiliki kriteria khusus untuk menjatuhkan hukuman mati bagi para koruptor. Sebab
di undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara komprehensif terhadap hukuman
yang tegas dan berat, terutama adanya mengeksekusi hukuman mati bagi para
koruptor yang merugikan negara serta menciptakan kesengsaraan umat manusia.
Maka dari itu, penegakkan hukum harus lebih optimal dan progresif ketika

menyangkut perihal kasus korupsi di Indonesia.

Kedua, sebenarnya hukuman mati sebagai hukuman tertinggi dan terberat
yang masih diberlakukan di Indonesia terhadap tindak pidana tertentu seperti
narkotika, terorisme, atau dalam aturan pembunuhan berencana, dapat dilaksanakan
ketika memenuhi unsur-unsur yang sangat ketat. Namun, pada kenyataannya
hukuman mati tidak pernah dijatuhkan pada koruptor. Hal ini sebenarnya tidak
sejalan dengan konsep sistem ketatanegaraan dalam konsep fikih siyasah dusturiyyah
dan fikih jinayah. Meskipun negara Indonesia tidak didasarkan konstitusi negera
Islam tetapi demokrasi, tetapi nilai-nilai hukum Islam telah menjadi sumber hukum
materiil hukum positif di Indonesia. Maka dari itu, berbagai hukuman terhadap tindak

pidana korupsi perlu menyerap atau mengkompilasikan dengan hukum Islam. Supaya
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kehadiran hukum Islam di Indonesia dapat menjawab persoalan ketatanegaraan dan

menciptakan kemaslahatan sosial.

Ketiga, bahwa hukuman mati bagi koruptor menurut peneliti tidak melanggar
hak asasi manusia. Hal ini didasarkan dengan menelaah magasid asy-syari’ah.
Peneliti memberikan saran bahwa pelanggaran berat yang merugikan banyak orang
yang konsekuensinya hukumannya berat tidak lantas dibenturkan dengan hak asasi
manusia. Sebab hukum harus mempayungi berbagai aspek untuk menciptakan
keamanan dan kesejahteraan. Maka dari itu, paradigma pemahaman magqasid asy-
syari’ah harus dipahami secara mendalam untuk memberikan gambaran kemaslahatan

sosial dalam penegakan hukum di Indonesia.
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